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EKA FITRIANINGSIH (B111 13 104), “Tinjauan Terhadap Alih 
Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) di Kecamatan 
Tomoni Kabupaten Luwu Timur”. Dibawah bimbingan Ibu  SRI SUSYANTI 
NUR sebagai Pembimbing I dan Bapak KAHAR LAHAE sebagai Pembimbing 
II. 
Penelitian ini berbentuk penelitian normatif empiris, berlokasi di 
Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dengan pertimbangan di 
Kecamatan Tomoni terdapat tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi 
permukiman penduduk. Selain itu terdapat empat instansi yaitu Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Peternakan Kabupaten Luwu Timur, dan Kepala Camat Kecamatan Tomoni. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sebagai pelaku proses alih fungsi 
lahan yang terjadi di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah pemilik 
lahan itu sendiri. Beberapa penyebabnya adalah: sosial, ekonomi, kepadatan 
penduduk, dan belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. 
Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat instansi terkait 
dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan masih 
sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya.  Sebagai pedoman dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan 
penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan adalah Peraturan Daerah (Perda) 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan 
Tanah. Pembenahan dan penertiban terhadap bagunan-bagunan yang melanggar 
jarak berdasarkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan raya Trans 
Sulawesi telah dilakukan secara ketat melalui mekanisme peringatan secara 
langsung kepada pihak pemilik untuk melakukan pembongkaran, namun  belum 
diberlakukan secara ketat terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di 






EKA FITRIANINGSIH (B111 13 104), “Review Of Over The 
Functions of Agricultural Land to Non Agricultural (Settlement) in the 
District Tomoni of The East Luwu”. Under the guidance of SRI SUSYANTI 
NUR as Supervisior I and KAHAR LAHAE as Supervisior II.  
The study of the normative empiric, located in the District Tomoni of The 
East Luwu because in the District Tomoni there are agricultural land is 
converted into residential areas. In addition there are four agencies, which is The 
Badan Pertanahan Nasional of District East Luwu, Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman District East Luwu, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 
District East Luwu, and The head of the District Tomoni,.  
The result showed that for the process over the functions of land that is 
going on in the District Tomoni of East Luwu its the owner land. The reason is 
social, economic, the density of population, and Undang Undang Nomor 41 
Tahun 2009 is not sosialitation yet. The effort which carried out by local 
government and relevant agencies to realising the protection of sustainable 
agricultural is still limited to carry out their duties and functions. As a guideline 
in the controling utilization of the space consists of the mechanism of licensing 
and control of the implementation of development is Perda Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 7 Tahun 2011 and Peraturan Kepala BPN Nomor 2 tahun 2011. 
The settings and control of buildings, especially on buildings that violated the 
provision of the distance from the middle of the highway of Trans Sulawesi has 
been done in a tight trought the mechanism of the warming directly to the owner 
to do demolition but has not been enforced strictly to the building was built in 
the irigation land. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tak terlepas 
dari modernisasi. Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang 
adalah bahwa negara maju adalah negara industri. Dengan demikian jika 
Indonesia ingin menjadi negara yang modern harus mengubah diri dari 
negara agraris menjadi negara industri, dan untuk itu pertumbuhan 
ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Namun, dampak dari pola 
pembangunan yang demikian adalah petani tergusur dan kehilangan 
tanahnya, spekulasi tanah merajalela, penguasaan tanah terpusat pada satu 
atau sekelompok orang tertentu saja, dan berbagai pola penguasaan tanah 
lainnya yang jauh dari nilai-nilai demokratis dan keadilan.1 
Negara Indonesia sebagai negara agraris juga didukung dengan luas 
daratan kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut 
37,1% telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, 
pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, 
sedangkan 62.9% lainnya berupa hutan. Maka dari itu sangatlah 
memungkinkan Negara Indonesia untuk mengedepankan pengelolaan 
                                                          
1 Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria:Perspektif Hukum,PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 82 
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lahan pertanian agar dapat menghasilkan produk pertanian berupa 
kebutuhan pokok jauh lebih baik daripada negara lain.2 
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber 
daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang dikelola oleh 
pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini 
tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Salah satunya adalah dalam bidang 
pertanahan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting 
untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia hampir 
sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, 
kebutuhan sandang, papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang 
bersifat religius. Kenyataan di masyarakat, orang akan senantiasa berusaha 
untuk mempertahankan sejengkal tanahnya.3 Sehingga dalam 
kehidupannya, masyarakat tidak akan pernah terpisahkan dengan hal-hal 
yang berhubungan dengan tanah. 
Sejak zaman dahulu masyarakat sudah mulai menggunakan tanah 
sebagai mata pencahariannya yaitu dengan cara bercocok tanam. 
Banyaknya tanah pertanian yang dikelola karena banyaknya masyarakat 
yang melakukan kegiatan bercocok tanam sehingga Negara Indonesia 
                                                          
2 Anita Widhy Handari, 2012,Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang,Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 
hlm. 1 
3 Boedi Harsono, 2003,hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok 
agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm 18 
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disebut sebagai negara agraris dimana sektor pertanian menjadi komoditas 
utama untuk menghasilkan bahan pangan bagi masyarakatnya. 
Era Globalisasi menyebabkan dampak buruk bagi Negara Indonesia. 
Sekarang ini negara Indonesia kehilangan julukannya sebagai negara 
agraris. Pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi) banyak dilakukan. 
Akibat dari konversi lahan pertanian ini, maka akan berdampak pada 
ketahan pangan nasional. Dimana, negara Indonesia harus melakukan 
impor bahan pangan untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan 
hal yang paling disesalkan adalah konversi pada lahan pertanian produktif 
menjadi lahan pemukiman akibat banyaknya permintaan  kebutuhan akan 
tempat tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, 
bahwa: 
“…pertumbuhan dan pertambahan penduduk akan mendorong 
pertumbuhan akan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara lain 
kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, 
pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser lahan pertanian, 
terutama dari lahan pertanian ke non pertanian.” 
Menurut Utomo, alihfungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai 
konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau 
seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) 
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menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap 
lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.4 
Sebagai salah satu contoh alihfungsi lahan yang terjadi adalah di wilayah 
Kecamatan Tomoni. Kecamatan Tomoni sendiri merupakan salah satu dari 
11 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur. Sebagian dari 
masyarakatnya telah membangun rumah tempat tinggal di lahan sawah 
yang beririgasi teknis. Keadaan ini tentunya akan menjadi contoh 
masyarakat lainnya untuk juga membangun rumah di lahan sawah yang 
berada di sekitar rumah yang telah dibangun sebelumnya. Di sisi lain, 
dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada setiap 
tahunnya, maka juga akan berakibat pada semakin meningkatnya 
kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang semakin tinggi tanpa 
dibarengi dengan penambahan luas lahan permukiman maka akan 
berakibat pada semakin meningkatnya alihfungsi lahan. Hal ini diperlukan 
adanya perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam 
melakukan antisipasi sebelum terjadinya alihfungsi lahan yang tidak 
terkendali. 
Dalam hal ini peran Pemerintah sangatlah diperlukan untuk 
menghambat adanya pengalihanfungsi lahan pertanian menjadi 
permukiman. Oleh sebab itu, untuk melindungi keberadaan lahan pertanian 
produktif yang beralihfungsi menjadi kawasan permukiman yang 
tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap ketahanan dan 
                                                          
4 Bayu  Setyoko dan Purbayu Budi Santosa, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani 
Mengkonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian”, Diponegoro Journal Of 
Ecomomics, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip,  Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm 1 
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kemandirian pangan, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.  
Seperti pada Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: 
a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 
b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 
c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. 
d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. 
e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 
masyarakat. 
f. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 
masyarakat. 
g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak. 
h. Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan 
i. Mewujudkan revitalisasi pertanian. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua 
pokok permasalahan, yaitu : 
1. Mengapa terjadi alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian di 
Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? 
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C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui faktor terjadinya alihfungsi tanah pertanian ke non 
pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Teoritis/Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan 
khususnya agraria perumahan mengenai alihfungsi lahan pertanian 
menjadi lahan permukiman.  
2. Manfaat Praktis  
a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat 
pada penelitian yang serupa dengan penelitian ini.  
b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi 
pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan 














1. Pengertian Tanah 
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, 
oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung 
pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita 
sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya 
batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. 
Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia 
disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah 
melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya 
tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.5 
Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen 
dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah 
juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik 
secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka 
mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu upaya pembangunan 
dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah 
adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya 
                                                          
5 Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55 
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dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 
Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. 
Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis hukum adat melihat tanah 
sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan 
manusia. Meskipun berbeda wujud dan jatidiri, namun merupakan suatu 
kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata 
alam besar (macro-cosmos) dan alam kecil (micro-cosmos). Dalam pada 
itu, tanah dipahami secara luas sehingga meliputi semua unsur bumi, air, 
udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di 
alam supernatural yang terjalin secara utuh menyeluruh.7 
Di dalam buku Pengantar Ilmu Pertanian mengartikan tanah sebagai 
berikut “Tanah yaitu transformasi mineral dan bahan organik dipermukaan 
bumi sampai kedalaman tertentu, dipengaruhi bahan induk, iklim, 
organisme hidup (makro maupun mikro), topografi dan waktu”.8 
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, 
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan 
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah 
satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. 
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 
                                                          
6 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra 
Kebijakan Tanah, Yogyakarta, hlm. 1 
7 Herman Soesangobeng¸ 2002, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai 
Pengelolaan Sumberdaya Alam, Makalah Disajikan Seminar Nasional Pertanahan 2002 yang 
diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, hlm. 12 
8 Tati Nurmala (dkk), 2012, Pengantar Ilmu Pertanian,Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.20 
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5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
Pasal 4 ayat (1), yaitu : 
 “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
serta badan-badan hukum”.9 
 
Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari 
tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena 
itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) 
termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di 
atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang 
dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas 
yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dan bangunan yang terdapat 
di atasnya. Dalam hukum, tanah negara dipergunakan apa yang disebut 
asas accessie atau asas perlekatan. Makna dari asas perlekatan, yakni 
bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda atau tanaman yang terdapat 
di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanah, serta merupakan 
bagian dari tanah yang bersangkutan.10 
a. Tanah Pertanian 
Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha 
pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah 
perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, 
                                                          
9 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm. 10 
10 Supriadi,2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3 
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tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata 
pencaharian bagi yang berhak.11 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang 
penetapan luas tanah pertanahan bahwa tanah pertanian yang boleh 
dimiliki dan dikuasai ditentukan luas maksimum dan minimum 
sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 (ayat 2). 
Luas maksimum yang ditetapkan oleh pasal 1 ayat (2) tidak berlaku 
terhadap tanah pertanian : 
a. Yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya yang 
bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah 
b. Yang dikuasai oleh badan-badan hukum. 
Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan 
memperhatikan keadaan daerah masing-masing dan faktor faktor sebagai 
berikut: 
1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.  
2. Kepadatan penduduk.  
3. Jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah 
dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang teratur atau 
tidak).  
4. Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu 
keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.  
5. Tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini. 
                                                          
11 Boedi Harsono, op.cit. hlm. 269 
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b. Tanah Non Pertanian 
Yang dimaksud dengan tanah non pertanian adalah tanah yang 
dipergunakan untuk usaha/kegiatan selain usaha pertanian. Penggunaan 
tanah non pertanian adalah sebagai berikut : 
1. Tanah perumahan (penggunaan tanah untuk tempat tinggal/rumah, 
lapangan, tempat rekreasi, pemakaman, dan lain-lain) 
2. Tanah perusahaan (penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan, gudang, 
bank, bioskop, hotel, stasiun, dan lain-lain) 
3. Tanah industri (penggunaan tanah untuk pabrik, percetakan, dan lain-
lain) 
4. Tanah untuk jasa (pernggunaan tanah untuk kantor-kantor pemerintah, 
tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan sarana umum) 
2. Fungsi Sosial Tanah 
Kecenderungan untuk memandang tanah lebih pada nilai 
ekonomisnya semata, yakni tanah sebagai barang dagangan yang tentunya 
lebih mudah dikuasai oleh mereka yang mempunyai kelebihan modal dan 
mengakibatkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah karena perbedaan 
akses, jelas tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA). Tanah itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 
UUPA). Dengan demikian selain memiliki nilai fisik, tanah juga 
mempunyai nilai kerohanian. Sebagai titipan Tuhan, perolehan dan 
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pemanfaatannya harus sedemikian rupa sehingga dirasakan adil bagi 
semua pihak.12 
Pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa 
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi Sosial yang 
terkandung dalam pasal ini mengandung beberapa prinsip keutamaan 
yaitu:13 
1. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah 
yang merumuskan secara singkat kebersamaan atau kemasyarakatan 
hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam 
Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, 
yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah 
bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional. 
2. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi 
yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia 
seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah 
yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang 
dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan 
                                                          
12 Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi 
Revisi, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 42 
13 http://www.analisahukum.com/fungsi-sosial-hak-atas-tanah-dalam-pasal-6-uupa/ diakses 
pada Hari Sabtu 12 November 2016 pukul 19:40 WITA 
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kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan 
antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. 
3. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai 
hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan 
keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian 
haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara 
dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah 
sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik 
hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, 
kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada 
pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga 
menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang 
mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. 
Undang-Undang Pokok Agraria juga memperhatikan tentang 
kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi agar tercapai 
tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat 
seluruhnya (pasal 2 ayat (3) UUPA 1960). 
3. Hak-Hak Atas Tanah 
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 
haknya untuk mengunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah 
yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa 
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hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), 
sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian 
bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan pertanian, 
perikanan, peternakan, dan perkebunan. 
Dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau 
badan hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak 
menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum” 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 
UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu :14 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan 
tetap ada dalam UUPA, selama UUPA masih berlaku atau belum 
dicabut dan digantikan oleh UndangUndang yang baru. Hak-hak yang 
bersifat tetap ini antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, 
dan hak memungut hasil hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu 
hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 
dengan Undang-Undang. Dengan dinyatakannya bahwa akan ada hak-
hak atas tanah yang lain selain bersifat tetap dalam Pasal 16 Ayat (1) 
                                                          
14 Umar Said Sugiharto (dkk), 2015, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah 
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), Setara Press, Malang, hlm. 78 
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UUPA, berarti sistem hak kebendaan dalam UUPA bersifat terbuka, 
kebalikan sistem hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk 
Wetboek yang selanjutnya oleh penulis disingkat BW bersifat 
tertutup. Hak-hak atas tanah yang ditentukan kemudian misalnya hak 
pengelolaan. 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA, 
hak-hak ini dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena 
mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat-sifat feodal, dan 
bertentangan dengan jiwa UUPA. Hak-hak ini antara lain hak gadai 
(gadai tanah dalam hukum adat), hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 
B. Pengalihan Fungsi Lahan 
1. Pengertian Alihfungsi Lahan 
Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan 
adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang 
menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan 
itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk 
penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar 
meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin 
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bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan 
yang lebih baik.15 
Konversi lahan atau alihfungsi lahan menurut Sihaloho dalam 
Mishabul, terbagi kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:16 
1. Konversi gradual berpola sporadis : dipengaruhi oleh dua faktor utama 
yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi 
pelaku konversi. 
2. Konversi sistematik berpola “enclave” : dikarenakan lahan kurang 
produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk 
meningkatkan nilai tambah. 
3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk 
(population growth driven land conversion) : lebih lanjut disebut 
konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya 
pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal. 
4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven 
land conversation) : disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan 
ekonomi dan perubahan kesejahteraan. 
5. Konversi tanpa beban : dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk 
mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar 
dari kampung. 
                                                          
15 Tejoyuwono Notohadiprawiro , 2006, dalam Artikel “Kemampuan dan Kesesuaian lahan : 
Pengertian dan Penerapannya”, hlm. 1 
16 Mishabul Munir, 2008, Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan 




6. Konversi adaptasi agraris : disebabkan karena keterdesakan ekonomi 
dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan hasil pertanian. 
7. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk : konversi dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, 
sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak 
dijelaskan dalam konversi demografi. 
Alihfungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu 
ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. 
Intensitas alihfungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar 
lahan sawah yang beralihfungsi tersebut justru yang produktivitasnya 
termasuk kategori tinggi-sangat tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan 
sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan beralokasi di kawasan 
pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang 
pengembangan produksi padi telah maju. 
Proses alihfungsi lahan (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani 
sendiri atau dilakukan oleh pihak lain, alihfungsi lahan yang dilakukan 
oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan 
kapasitas produksi pangan karena proses alihfungsi lahan tersebut biasanya 
mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk 
pembangunan kawasan perumahan. 
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Proses alihfungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut 
biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu :17 
1. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain 
2. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. 
2. Dampak Pengalihan Fungsi Lahan 
Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian mempunyai 
dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Widjanarko et al, dampak 
negatif akibat alihfungsi lahan, antara lain :18 
1. Berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya 
produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. 
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan 
kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana tenaga kerja lokal 
nantinya akan bersaing dengan pendatang. Dampak sosial ini akan 
berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat 
setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi 
meningkatkan konflik sosial. 
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan 
menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan irigasi yang telah dibangun 
menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialihfungsikan. 
                                                          
17 Novita Dinaryati, 2014,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alihfungsi Lahan Pertanian di 
Daerah Sepanjang Irigasi Bendungan Colo, Kabupaten Sukoharjo, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas Diponegoro, hlm. 22 
18 Muhammad Dika Yudhistira, 2013, Analisis Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian Terhadap 
Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Skripsi,  Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
Institut Pertanian Bogor, hlm. 29-30 
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4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan 
ataupun industri karena kesalahan perhitungan mengakibatkan lahan 
yang telah dialihfungsikan menjadi tidak termanfaatkan, karena tidak 
mungkin dikembalikan menjadi sawah kembali. Sehingga luas lahan 
tidur akan meningkat dan nantinya akan menimbulkan konflik sosial 
seperti penjarahan tanah. 
5. Berkurangnya ekosistem sawah di Pulau Jawa dimana telah terbentuk 
selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan pencetakan sawah baru di 
luar Pulau Jawa tidak memuaskan hasilnya. 
Selain itu, dampak lainnya adalah ancaman terhadap kualitas 
lingkungan. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk 
budidaya padi, tetapi dapat menjadi lahan yang efektif untuk menampung 
kelebihan air limpasan, pengendali banjir dan pelestarian lingkungan. 
Apabila sehamparan lahan sawah beralihfungsi untuk pembangunan 
kawasan perumahan, hotel atau industri maka dengan sendirinya lahan di 
sekitarnya akan terkena pengaruh dari konversi tersebut. Lahan untuk 
menampung kelebihan air akan semakin berkurang sehingga bencana 
seperti banjir akan semakin sering terjadi. 
C. Pertanian 
1. Pengertian Pertanian 
Di dalam buku Pengantar Ilmu Pertanian, pengertian pertanian adalah 
kegiatan produksi biologi yang berlangsung di atas sebidang tanah (lahan) 
dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah (lahan) yang bersangkutan 
untuk kegiatan produksi selanjutnya.19 
Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa 
“Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan 
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta 
kesejahteraan rakyat.” 
Selain dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengertian pertanian 
juga terdapat dalam buku Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif 
Negara Kesatuan yang dimana memberikan pengertian tentang pertanian 
dalam arti luas adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, yaitu pangan, karbohidrat, gizi dan lemak, sandang untuk 
pakaian dan papan untuk perumahan.20 
2. Pengertian Lahan Pertanian 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, yang dimaksud dengan lahan 
pertanian adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. 
                                                          
19 Tati Nurmala (dkk), Loc. Cit. 
20 Mohammad Hattam, 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media 
Abdi, Yogyakarta, hlm. 52 
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Lahan pertanian selain digunakan untuk bercocok tanam juga 
mempunyai berbagai manfaat yang dibagi ke dalam dua kategori 
berdasarkan nilai penggunaannya (use value), antara lain : 21 
1. Use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal 
use values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan 
usahatani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian.  
2. Non use values dapat pula disebut sebagai instrinsic values atau 
manfaat bawaan. Tercipta dengan sendirinya meskipun bukan tujuan 
utama dari eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola lahan. Manfaat 
bawaan dari lahan pertanian seperti pencegah banjir, pengendali 
keseimbangan tata air, pencegah erosi, dan sebagai pengurang 
pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, serta 
sebagai pencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan. 
D. Permukiman dan Tata Ruang   
Permukiman adalah area atau lahan yang digunakan sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung kehidupan orang. Pada umumnya terdapat banyak rumah 
dalam area permukiman. 
Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan 
dan permukiman, menyebutkan bahwa permukiman diartikan sebagai 
“bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang 
berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 
                                                          
21 Novita Dinaryati, Op.cit, hlm. 21 
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satuan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Namun, 
undang-undang ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 diganti dengan UU No. 1 
Tahun 2011. 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa “Permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan. 
Pasal 106 UU No.1 Tahun 2011 menetapkan bahwa penyediaan tanah 
untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat 
dilakukan melalui : 
a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh 
negara 
b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah 
c. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah 
d. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau 
milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
e.  Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar 
f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
23 
 
Terdapat satu kata kunci bahwa tanah merupakan salah satu unsur 
ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait atau berhubungan dengan 
penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen 
untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam rangka 
kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.22 
Selaras dengan uraian di atas, Pasal 33 ayat (1) sampai (5) Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2007 No. 68) menegaskan secara lebih jelas mengenai korelasi 
penatagunaan tanah dengan penataan ruang dengan uraian lengkap sebagai 
berikut :23 
1. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam 
rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan 
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan 
penatagunaan sumber daya alam lain 
2. Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan 
neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, 
neraca penatagunaan sumber daya udara, dan neraca penatagunaan 
sumber daya alam lain 
3. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk 
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum 
                                                          
22 Muchsin dan Imam Koeswahyono. 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah 
dan Penataan Ruang.Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138 
23 Ibid. Hlm. 139 
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memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak 
atas tanah 
4. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, 
diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas 
tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. 
Dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), 
ditegaskan bahwa :  
“Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang 
diselenggarakan berdasarkan asas:  
a. Keterpaduan 
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang 
bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 
b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan 
keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara 
kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan 
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pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan 
perkotaan dan kawasan perdesaan. 
c. Keberlanjutan 
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan 
kepentingan generasi mendatang. 
d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 
Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di 
dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 
e. Keterbukaan 
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengan penataan ruang. 
f. Kebersamaan dan kemitraan 
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa 






g. Perlindungan kepentingan umum 
Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan 
kepentingan masyarakat. 
h. Kepastian hukum dan keadilan 
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 
hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan 
ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 
masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara 
adil dengan jaminan kepastian hukum. 
i. Akuntabilitas 
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan 
penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, 
pembiayaannya, maupun hasilnya.” 
Adapun yang menjadi tujuan dari penataan ruang dijelaskan pada 
pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), yaitu : 
“ Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : 




b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, 
dan 
c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.” 
E. Penatagunaan Tanah 
Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna ruang 
yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan 
yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk 
kepentingan masyarakat secara adil.24 
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 
disebutkan bahwa “Perencanaan tata ruang, struktur, dan pola tata ruang 
yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya 
lainnya”. Sehubungan dengan hal tersebut, penatagunaan tanah merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau subsistem dari 
penataan ruang. Pada saat ini penatagunaan tanah merupakan unsur yang 
paling dominan dalam proses penataan ruang.25 
Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 menyebutkan 
secara tegas 4 tujuan penatagunaan tanah, yakni : 
                                                          
24 Loc.cit. hlm. 136 
25 Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Edisi kedua. Rajawali Pers. 
Jakarta, hlm. 36 
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a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 
b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 
sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah. 
c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah 
serta pengendalian pemanfaatan tanah. 
d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 











                                                          





A. Jenis dan Sifat Penelitian 
 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi 
adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. 
 Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk 
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 
atau penelitian yang dilakukan terhadap beberapa variabel yang dimaksud 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, 
atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, 
atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu 
Timur. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut adalah 
dikarenakan banyak masyarakat yang telah melakukan pengalihan fungsi 
lahan pertanian menjadi rumah tempat tinggal atau lahan permukiman, 
sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang 
pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman di 






C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 
mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung serta 
memberikan kuisioner kepada responden, yaitu pihak-pihak yang 
berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. 
Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini adalah Kepala 
Seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Luwu Timur; Sekretaris Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman Kabupaten Luwu Timur; Kepala Bidang Perkebunan 
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur; 
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas 
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur; 
Camat Kecamatan Tomoni; dan masyarakat Kecamatan Tomoni. 
Masyarakat yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang 
berada di tiga desa yang dijadikan sampel, yakni desa Bangun Jaya, 
Mulyasri, dan Lestari.  Ketiga desa tersebut merupakan desa-desa 
yang memiliki lahan sawah beririgasi teknis dan banyak 
masyarakatnya telah mengalihfungsikan lahan sawah irigasinya untuk 
membangun rumah sebagai tempat tinggal. Jumlah responden yang 
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digunakan dari setiap desa adalah 10 orang, sehingga secara 
keseluruhan terdapat 30 orang sebagai responden. 
2. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh 
dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung 
melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, 
buku kepustakaan dan sebagainya, utamanya yang terkait dengan 
alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Data sekunder 
di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu:  
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif.  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, 
buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan artikel hasil-
hasil penelitian para sarjana.  
c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, 
ensiklopedia, dan sebagainya.  
D. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupa memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang 
dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara 
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deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 



























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kecamatan Tomoni 
1. Administrasi Pemerintahan 
Kecamatan Tomoni sebagaimana dijelaskan dalam Buku 
Kecamatan Tomoni Dalam Angka tahun 2016 yang diterbitkan oleh 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur memberikan gambaran 
tentang potensi yang dimiliki Kecamatan Tomoni yang secara 
geografis terletak pada Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di 
Kabupaten Luwu Timur terbagi atas 12 desa dan 1 kelurahan. 
Kecamatan Tomoni terletak pada kordinat 2° 20’ 55” - 2° 32’ 
05” Lintang Selatan dan 120° 33’ 30” - 120° 50’ 15” Bujur Timur, 
dengan luas wilayah 230,09 km2 atau sekitar 3.31% dari total luas 
wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Tomoni berbatasan 
dengan : 
Sebelah Utara : Kecamatan Mangkutana 
Sebelah Timur : Kecamatan Tomoni Timur 
Sebelah Selatan : Kecamatan Wotu dan Burau 
Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara 
Terdapat 1 sungai yang mengalir di Kecamatan Tomoni. 
Sebagian wilayah Kecamatan Tomoni merupakan daerah bukan 




2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 
Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah yang meliputi 12 
desa dan 1 kelurahan (tabel 1). Sebanyak 52 Dusun dan 112 RT 
tersebar di wilayah desa. Setiap desa dan kelurahan memiliki luas 
wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda.  
 
Tabel 1. Luas Kecamatan Tomoni dilihat dari tiap-tiap desa dan 
kelurahan tahun 2015 
 
Nomor Desa dan kelurahan Luas (Km2) Jumlah Penduduk 
1. Tadulako 15,45 988 Jiwa 
2. Bangun Karya 34,15 1462 Jiwa 
3. Lestari 15,66 2801 Jiwa 
4. Bayondo 28,15 1550 Jiwa 
5. Beringin Jaya 3,75 1807 Jiwa 
6. Mandiri 2,32 2538 Jiwa 
7. Sumber Alam 30 747 Jiwa 
8. Ujung Baru 73,8 1028 Jiwa 
9. Kalpataru 3,2 1603 Jiwa 
10. Tomoni 2 2873 Jiwa 
11. Bangun Jaya 3,64 2345 Jiwa 
12. Mulyasri 14,93 2522 Jiwa 
13. Rante Mario 3,04 1527 Jiwa 
Jumlah 230.09 23.839 
Sumber : Data Sekunder BPS Kecamatan Tomoni tahun 2016. 
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Dari tabel 1 di atas, desa yang memiliki wilayah yang paling 
luas adalah Desa Ujung Baru dengan luas wilayah 73.8 Km2 
sedangkan desa yang memiliki wilayah paling sempit adalah Desa 
Tomoni dengan luas wilayah 2 Km2. 
Luas keseluruhan dari wilayah Kecamatan Tomoni adalah 
230,09 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 23.839 jiwa. 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Tomoni tergolong tinggi, yaitu 
sekitar 103 orang/Km2, jauh berada di atas rata-rata Kabupaten Luwu 
Timur yang berkisar 39 orang/Km2. 
3. Identitas Responden 
Wawancara dilakukan terhadap 30 orang responden. Desa yang 
dijadikan sampel adalah  Bangun Jaya, Mulyasri, dan Lestari. Ketiga 
desa tersebut ditentukan secara purposive sampling dengan dasar 
pertimbangannya adalah ketiga desa tersebut memiliki lahan sawah 
irigasi teknis yang telah dialihfungsikan menjadi rumah tempat 
tinggal. Masing-masing desa diwakili oleh 10 orang responden yang 
telah membangun rumah tempat tinggal di lahan sawah irigasinya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh 
informasi sebagai berikut: 
a. Luas Kepemilikan Lahan 
Data tentang luas kepemilikan lahan oleh responden 
disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
persentase terbesar luas lahan yang dimiliki oleh responden 
36 
 
adalah berkisar antara 0,0 sampai 0,5 hektar, yakni 56,67 persen 
sedangkan persentase terkecil luas lahan yang dimiliki oleh 
responden adalah lebih dari 1,5 hektar, yakni 10,00 persen. 
Semua lahan yang dimiliki merupakan lahan sawah irigasi teknis.  
Luas keseluruhan lahan yang dimiliki responden adalah 19,25 
hektar, namun hanya satu orang yang lahan tempat tinggalnya 
sudah bersertifikat. 
 
Tabel 2.  Luas kepemilikan lahan 









1. 0,0-0,5 17 56,67 1,84 
2. >0,5-1,0 6 20,00 4,34 
3. >1,0-1,5 4 13,33 4,95 
4. >1,5 3 10,00 8,12 
Total 30 100 19,25 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
b. Luas Lahan yang Dialihfungsikan Menjadi Rumah Tempat 
Tinggal 
 
Data tentang luas lahan yang dialihfungsikan menjadi 
rumah tempat tinggal oleh responden disajikan pada Tabel 3.  
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa  persentase terbesar luas lahan 
yang telah dialihfungsikan menjadi rumah tempat tinggal oleh 
responden adalah berkisar antara 0,0 sampai 0,1 hektar, yakni 
60,00 persen sedangkan persentase terkecil luas lahan yang telah 
dialihfungsikan menjadi rumah tempat tinggal oleh responden 
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adalah lebih dari 0,3 hektar, yakni 6,67 persen. Jika dibandingkan 
dengan luas kepemilikan lahan secara keseluruhan maka luas 
lahan yang telah dialihfungsikan menjadi rumah tempat tinggal 
sudah mencapai 20,16 persen.   
Tabel 3.  Luas lahan yang dialihfungsikan menjadi rumah tempat 
tinggal 
 










1. 0,0-0,1 18 60,00 0,83 
2. >0,1-0,2 6 20,00 0,80 
3. >0,2-0,3 4 13,33 1,00 
4. >0,3 2 6,67 1,25 
Total 30 100,00 3,88 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
c. Tahun Pengalihfungsian Lahan 
Data tentang tahun pengalihfungsian lahan menjadi rumah 
tempat tinggal disajikan pada Tabel 4.  Pada Tabel 4 menunjukkan 
bahwa persentase terbesar responden mengalihfungsikan lahan 
menjadi rumah tempat tinggal terjadi antara tahun 1996 sampai 
2000, yakni sebesar 30 persen dan luas lahan yang dialihfungsikan 
juga terluas, yakni 1,97 hektar. Sampai tahun 2015, tetap ada 
responden yang melakukan proses alihfungsi lahannya menjadi 
























1. 1991-1995 3 10,00 0,42 
2. 1996-2000 9 30,00 1,97 
3. 2001-2005 8 26,67 0,51 
4. 2006-2010 6 20,00 0,56 
5. 2011-2015 4 13,33 0,42 
Total 30 100 3,88 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Alihfungsi Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian 
 
Fenomena alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian sudah banyak 
ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi, 
hampir setiap tahunnya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan 
peruntukkannya (alihfungsi) tanah pertanian semakin meningkat. 
Meningkatnya alihfungsi tanah pertanian diakibatkan karena tingkat 
kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Tidak tanggung-tanggung, tanah pertanian yang dialihfungsikan adalah 
tanah sawah yang masih sangat produktif. Alihfungsi terjadi karena untuk 
memenuhi permintaan kebutuhan papan dari banyaknya penduduk yang 
ada di Indonesia. Dengan terbatasnya tanah yang dimiliki itulah, maka 




Banyak faktor yang menyebabkan beralihnya tanah pertanian ke non 
pertanian. Faktor yang paling banyak ditemui di masyarakat adalah karena 
kemiskinan. Berkurangnya hasil produksi dari tanah sawah serta jumlah 
kebutuhan hidup yang kian mahal serta tingginya harga jual tanah sawah 
mengakibatkan banyak petani yang kemudian menjual tanah sawahnya. 
Hal itu bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup dikemudian hari.  
Faktor lainnya adalah karena sektor industri yang mulai dibangun di 
daerah pedesaan. Kawasan industri perlahan-lahan mulai dibangun di atas 
tanah pertanian yang masih tergolong produktif dikarenakan tidak ada 
lahan lain untuk membangun kawasan insdustri. Semakin meningkatnya 
pembangunan industri maka akan menarik banyak penduduk untuk tinggal 
di sana dan menarik banyak investor untuk membangun kawasan industri 
yang lainnya.  
Berbeda dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di 
Kecamatan Tomoni. Kecamatan Tomoni merupakan salah satu kecamatan 
yang memiliki lahan sawah yang produktif dan beririgasi teknis. Lahan 
produktif sendiri adalah lahan yang dapat menghasilkan produksi tinggi 
persatuan luas dalam satuan waktu tertentu. Lahan sawah yang produktif 
itu kemudian berubah fungsinya menjadi permukiman penduduk, karena 
padatnya jumlah penduduk dan tidak ada lahan lain lagi untuk mendirikan 
rumah. 
Di Kecamatan Tomoni terdapat 3 desa yang dijadikan sampel 
penelitian, yaitu Desa Bangun Jaya, Lestari dan Mulyasri. Dari hasil 
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penelitian yang penulis dapatkan mengenai faktor-faktor penyebab 
terjadinya alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian adalah : 
1. Faktor Sosial Budaya 
Sosial budaya merupakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan masyarakat dan segala perilaku yang sudah menjadi kebiasaan 
yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Faktor sosial 
budaya, antara lain karena adanya keberadaan hukum waris yang 
menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak 
memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang 
menguntungkan.   
Menurut penulis faktor pemecahan (fragmentasi) tanah dari 
orang tua untuk dibagikan kepada anaknya sebagai harta warisan 
merupakan faktor yang paling utama menjadi penyebab terjadinya 
alihfungsi lahan. Dengan adanya warisan yang berupa tanah pertanian, 
maka tidak diperlukan lagi untuk membeli tanah lain untuk dijadikan 
sebagai tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena harga tanah di 
wilayah permukiman yang sangat mahal dan si pewaris tidak memiliki 
kemampuan untuk membelinya. Tidak ada pilihan lain bagi si pewaris 
selain mengalihfungsikan tanah pertanian menjadi rumah tempat 
tinggal 
Sesuai dengan data penelitian yang diperoleh, menunjukkan 
bahwa persentase terbesar, yakni 60,00 persen cara memperoleh lahan 
yang dialihfungsikan oleh responden menjadi rumah tempat tinggal  
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adalah merupakan tanah warisan dari orang tua. Sedangkan sisanya, 
yakni 40,00 persen adalah dengan membelinya sendiri (Tabel 5).  
 
Tabel 5.  Cara Memperoleh Lahan yang Dialihfungsikan  
Nomor 
Cara Memperoleh Lahan 
yang Dialihfungsikan 







1. Warisan dari orang tua 18 60,00 
2. Membeli sendiri 12 40,00 
Total 30 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
 
2. Faktor Ekonomi 
Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa semua 
responden menyatakan tidak memiliki lahan lain yang berlokasi di 
wilayah permukiman kecuali lahan sawah yang dibanguni rumah 
sebagai tempat tinggal.  Hal ini menunjukkan tidak adanya pilihan lain 
bagi responden untuk tidak melakukan proses alihfungsi lahannya.  
Dan sebagai pelaku  dari proses alihfungsi lahannya adalah responden 
itu sendiri. 
Beberapa kriteria yang menunjukkan kondisi ekonomi yang 
lemah dari responden adalah tingkat pendidikan yang rendah, dimana 
sebagian besar penduduknya hanya tamat SD sampai tamat SMA, 
yakni mencapai 60,00 persen,  sebagian besar penduduknya bekerja 
sebagai petani dan buruh harian, yakni  mencapai 83,33 persen, lahan 
yang dimiliki sempit (di bawah 0,5 hektar) yakni mencapai 56,67 
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persen, dan penghasilan yang diperoleh per bulan rendah (di bawah 
Rp. 1.500.000), yakni mencapai 50,00 persen.  
Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya alihfungsi lahan 
pertanian ke non pertanian yang penulis sampaikan, bukan dilihat dari 
rendahnya pendapatan hasil usaha mengelola tanah sawahnya 
sehingga menjual tanah yang dikelolanya, namun lebih dilihat dari 
besarnya penghasilan per bulan yang diperoleh oleh responden.  
Selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan responden sendiri, 
penghasilan yang diperolehnya per bulan, juga digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan keluarganya.  Dengan pendapatan per bulan di 
bawah Rp. 1.500.000 maka sangat sulit untuk bisa menyisihkan 
sebagian penghasilannya untuk ditabung. Lemahnya kondisi ekonomi 
responden mengakibatkan responden tidak mampu membeli tanah di 
wilayah permukiman sebagai tempat untuk membangun rumah. 
3. Kepadatan Penduduk 
Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di setiap 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur disajikan pada Tabel 
6. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk per 
tahun di Kecamatan Tomoni dari tahun 2014-2015 tergolong tinggi 
yakni 2,87 persen dan menduduki urutan ketiga tertinggi. Kepadatan 
Penduduk di Kecamatan Tomoni tahun 2015 juga tergolong tinggi 
yaitu sekitar 103 jiwa/km2, jauh berada di atas rata-rata Kabupaten 
Luwu Timur yang berkisar 39 jiwa/km2. Desa yang terpadat 
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penduduknya adalah Desa Tomoni dengan kepadatan 1.436,5 
jiwa/km2, sedang yang paling rendah adalah Desa Ujung Baru dengan 
kepadatan sekitar 14 jiwa/km2. 
Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pertumbuhan penduduk 
yang besar tentunya kebutuhan lahan untuk membangun rumah tempat 
tinggal juga akan semakin luas sehingga akan mengancam 
terwujudnya pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Proses 
pengalihfungsian tanah pertanian ke non pertanian tidak dapat 
dihindari, namun upaya antisipasi untuk memperlambat prosesnya 
perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.  
 










2010 2014 2015 2010-2015 
2014-
2015 
1. Burau 30.987 34.932 35.901 15,86 2,77 
2. Wotu 28.159 30.100 30.520 8,38 1,40 
3. Tomoni 22.418 25.341 26.068 16,28 2,87 
4. Tomoni Timur 11.754 12.297 12.400 5,50 0,84 
5. Angkona 21.726 23.293 23.636 8,79 1,47 
6. Malili 32.784 35.650 36.314 10,77 1,86 
7. Towuti 27.247 28.839 29.167 7,05 1,14 
8. Nuha 20.183 23.523 24.389 20,84 3,68 
9. Wasuponda 18.085 22.251 23.394 29,36 5,14 
10 Mangkutana 19.902 22.044 22.557 13,34 2,33 
11 Kalaena 10.564 11.135 11.249 6,48 1,02 
Luwu Timur 243.809 269.405 275.595 13,04 2,30 




4. Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada 
masyarakat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, semua 
responden menyatakan bahwa belum pernah tahu adanya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi 
undang-undang tersebut belum tersampaikan sampai ke masyarakat 
tingkat bawah dan olehnya itu upaya sosialisasi masih diperlukan. 
Upaya ini bertujuan untuk melindungi lahan sawah yang masih 
produktif untuk tidak beralihfungsi menjadi non pertanian, karena 
lahan pertanian produktif merupakan salah satu lahan pertanian 
pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Seperti yang telah dituangkan dalam pasal 44 Undang-Undang No. 41 
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan dikatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai 
lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang 
dialihfungsikan. 
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Mewujudkan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
1. Kebijakan Pemerintah Pusat 
Penataan ruang dan penatagunaan tanah perlu dilakukan untuk 
melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
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pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan penataan 
ruang untuk mengatur dan menata dengan baik ruang-ruang yang ada. 
Kebutuhan tanah akan meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan 
sulitnya mendapatkan tanah. Untuk mendukung proses tersebut, maka 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah.  
Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
menyebutkan secara tegas 4 tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu : 
1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 
sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah 
serta pengendalian pemanfaatan tanah. 
4. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang telah ditetapkan. 
Sementara itu, untuk penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan 
melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
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Pada pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), 
membahas tentang tujuan dari penataan ruang, yang menyebutkan bahwa : 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : 
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan 
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, 
dan 
c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
 
 
Menurut Pasal ini, dijelaskan bahwa : 
Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat 
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai 
ancaman. 
Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat 
mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang 
tenang dan damai. 
Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan 
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai 
tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan 
daya saing. 
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas 
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk 
pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah 
habisnya sumber daya alam tak terbarukan. 
 
Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya 
Undang-Undang Penataan Ruang adalah untuk mengendalikan kegiatan 
pembangunan yang akan dilakukan ke depannya dengan terus 
memperhatikan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Penataan 





Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu : 
1. Penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri atas : 
a. Sistem wilayah 
Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan 
pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan 
pelayanan pada tingkat wilayah 
b. Sistem internal perkotaan 
Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan 
merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan 
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama 
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan 
komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan 
berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun 
nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama 
terdiri atas : 
1. Kawasan hutan lindung.  
Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 
a. Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan 
bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, 
kawasan bergambut, dan kawasan resapan air 
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b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan 
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, 
dan kawasan sekitar mata air 
c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, 
kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan 
perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman 
nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar 
alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya 
dan ilmu pengetahuan 
d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan 
rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa 
bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan 
gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir 
e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar 
biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan 
pengungsian satwa, dan terumbu karang. 
2. Kawasan budidaya 
Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan 
peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan 
rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan 
perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan 
peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, 
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kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, 
kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. 
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas 
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah 
provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas : 
a. Penataan ruang kawasan perkotaan  
Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi 
tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan 
pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan 
pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 
b. Penataan ruang kawasan perdesaan. 
Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi 
tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan 
terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan 
sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas : 
a. Penataan ruang kawasan strategis nasional 
b. Penataan ruang kawasan strategis provinsi 
c. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
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Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya 
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 
a. Tata ruang di wilayah sekitarnya 
b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang 
lainnya 
c. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat 
Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, 
akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 
Selain tujuan yang harus dicapai dalam mengatur penataan ruang, 
adapula wewenang pemerintah yang harus diperhatikan dalam pengaturan 
tata ruang. Pasal 8 Undang-Undang Penataan Ruang telah ditegaskan 
tentang wewenang pemerintah, yaitu : 
1. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang 
meliputi : 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 
serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional 
d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja 
sama penataan ruang antarprovinsi 
2. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional 
meliputi : 
a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional 
b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional 
3. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan 
strategis nasional meliputi : 
a. Penetapan kawasan strategis nasional 
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b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional 
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 
4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 
kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui 
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. 
5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah 
berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan 
ruang. 
6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah : 
a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan : 
1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 
2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun 
dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
nasional  
3) Pedoman bidang penataan ruang 
b. Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
 
Wewenang dari pemerintah daerah kota/kabupaten sangat diperlukan 
dalam pengelolaan wilayah tata ruang. Karena harus ada kerjasama dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota/kabupaten agar terjadi 
kesinkronisasian. Berikut adalah wewenang dari pemerintah daerah 
kota/kabupaten : 
1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 
penataan ruang meliputi : 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 
kabupaten/kota 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota 
d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota 
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2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi : 
a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota 
b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota 
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi kabupaten/kota, 
pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan : 
a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota 
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten kota 
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan 
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategi kabupaten/kota 
4. Dalam melaksanakan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/kota 
mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk 
pelaksanaannya. 
5. Dalam melaksanakan wewenang, pemerintah daerah kabupaten/kota: 
a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum 
dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota, dan 
b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah 
kabupaten/kota, antara lain, adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; sedangkan 
mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan 
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masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah 
kabupaten/kota. 
6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah 
provinsi dapat mengambil langkah penyelasaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi 
mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar 
pelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah 
daerah kabupaten/kota belum juga dapat meningkatkan kinerjanya 
dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. 
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 
tata ruang. Oleh karena itu, dalam wilayah kabupaten dan kawasan 
perdesaan perencanaan tata ruang sangat diperlukan. Hal ini untuk 
menghindari adanya kesemrawutan dalam rangka pembangunan yang akan 
dilaksanakan ke depannya.  
Dalam pasal 25 Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan tata 
ruang wilayah kabupaten meliputi : 
1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada : 
a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
b. Pedoman dan petunjuk pelaksaan bidang penataan ruang 
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c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus 
memperhatikan : 
a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang kabupaten 
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten 
c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten 
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya 
dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. 
e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 
f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, dan 
g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten 
Kemudian dalam pasal 48 Undang-Undang Penataan Ruang, 
perencanaan tata ruang kawasan perdesaan meliputi : 
1. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk : 
a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan 
b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang 
didukungnya 
c. Konservasi sumber daya 
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d. Pelestarian warisan budaya lokal 
e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk 
ketahanan pangan, dan 
f. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan 
Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara 
lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk 
meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan 
perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan 
perkebunan, dan kegiatan kehutanan. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan 
lahan abadi pertanian pangan diatur dengan Undang-Undang. 
3. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada : 
a. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten 
b. Kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang 
mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih 
wilayah provinsi 
4. Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan 
Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 
Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk 
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meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang 
kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, 
dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya 
tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, 
lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan 
jaringan prasarana. Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan 
perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, 
kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk 
pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan 
dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat 
diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang 
berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan 
diatur dengan peraturan pemerintah 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan 
diatur dengan peraturan pemerintah 
 
2.  Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 
a. Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) 
Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme 
perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan 




RTRW Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011. 
Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan penyusunan RTRW 
Kabupaten Luwu Timur yaitu Mewujudkan Sistem Penataan 
Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang Berkualitas, Serasi 
dan Optimal dengan Pembangunan yang Berkelanjutan dan 
Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agroindustri. 
Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011, untuk 
mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, maka disusunlah 
kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur yang 
meliputi: 
1. Pengembangan infrastruktur yang mempercepat 
perkembangan sektor-sektor unggulan; 
2. Pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan 
lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem 
kawasan budidaya di sekitarnya dalam lingkup regional; 
3. Pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung; 
4. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada kegiatan 
budidaya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya 
dukung lahannya; 
5. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; 
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6. Pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan 
sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem 
kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis 
transportasi makro dan mikro secara optimal; 
7. Pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk 
meningkatkan kegiatan budidaya perikanan, pariwisata, 
industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan 
ekologis, ekonomis dan sosial; 
8. Pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai entry 
point yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, 
sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya. 
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 
negara; dan 
10. Pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan 
potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah. 
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan 
berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 
kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
wilayah kabupaten, kebutuhan ruangan untuk pengembangan 
kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan dan yang terakhir adalah 
ketentuan undang-undang yang terkait. Rencana pola ruang 
wilayah Kabupaten Luwu timur terbagi menjadi 2, yaitu : 
1. Kawasan Lindung, terdiri atas : 
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a. Kawasan hutan lindung 
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya 
c. Kawasan perlindungan setempat 
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 
e. Kawasan rawan bencana alam 
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas : 
a. Kawasan hutan produksi 
b. Kawasan pertanian 
c. Kawasan peternakan 
d. Kawasan perikanan 
e. Kawasan pertambangan 
f. Kawasan perindustrian 
g. Kawasan pariwisata 
h. Kawasan permukiman 
i. Kawasan peruntukan lainnya. 
Kawasan pertanian termasuk bagian dari kawasan budidaya. 
Kawasan pertanian merupakan kawasan yang harus dijaga 
kelestariannya dan dilarang untuk dialihfungsikan. Oleh karena 
itu, perlu adanya zonasi kawasan pertanian sehingga tidak 
dipergunakan untuk membangun rumah tempat tinggal. Peraturan 
Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
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untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 
dalam rencana rinci tata ruang. Sesuai dengan Peraturan zonasi 
untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan 
memperhatikan : 
a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan 
kepadatan rendah 
b. Ketentuan pelarangan alihfungsi lahan menjadi lahan 
budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem 
jaringan prasarana utama. 
 
b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Sebagai Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah di Kabupaten Luwu Timur tetap mengikuti 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 
Tahun 2011.   
Pada pasal 3 dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa 
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin 
Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah 
harus terselenggara dengan ketentuan:  
a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;  




c. Memenuhi azas keberlanjutan;  
d. Memperhatikan azas keadilan; dan  
e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan.  
3. Tindakan Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Fenomena alihfungsi lahan muncul seiring makin tinggi dan 
bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap tanah, baik 
dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian sebagai akibat 
dari bertambahnya penduduk dan kegiatan pembangunan. Perubahan 
penggunaan lahan pertanian ke non pertanian, kian waktu kian 
meningkat. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan 
yang komplek dikemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius 
dari sekarang. 
Alihfungsi tanah pertanian merupakan fenomena yang tidak 
dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan 
adalah dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alihfungsi 
tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah 
yang ada di Kabupaten Luwu Timur diperoleh hasil sebagai berikut: 
A. Ruskin H,27 menyatakan  bahwa  tugas  utama  Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) adalah pelayanan terhadap pembuatan 
sertifikat atas kepemilikan tanah. Kebanyakan masyarakat di pedesaan 
belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimilikinya. Olehnya 
                                                          
27 A. Ruskin H, Kepala Seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, pada 
wawancara tanggal 4 Januari 2017 
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itu, masyarakat  selalu dihimbau untuk mensertifikatkan tanahnya agar 
hak kepemilikannya menjadi jelas. Upaya yang dilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional adalah pembenahan dan penertiban terhadap 
pembuatan sertifikat yang baru agar tidak terjadi duplikasi 
kepemilikan. Upaya ini akan diupayakan secara terus-menerus dan 
berkelanjutan. 
Menurut penulis, tugas dari BPN hanyalah menerbitkan 
sertifikat tanah saja. Untuk penanganan alihfungsi tanah yang 
mulanya adalah tanah pertanian, tidak ada kewenangan dari BPN.   
Menurut Syahmuddin,28 menyatakan bahwa sampai saat ini 
yang dilakukan adalah pembenahan dan penertiban terhadap 
bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan 
permukiman (TARKIM) kabupaten. Pembenahan dan penertiban 
bangunan-bangunan, utamanya terhadap bangunan-bangunan yang 
melanggar jarak berdasarkan penetapan garis sempadan bangunan di 
sisi jalan raya Trans Sulawesi telah dilakukan secara ketat melalui 
mekanisme peringatan secara langsung kepada pihak pemilik untuk 
melakukan pembongkaran, namun  belum diberlakukan secara ketat 
terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di lahan sawah 
irigasinya.   
Menurut penulis, adanya bangunan yang telah dibangun dan 
melanggar jarak berdasarkan penetapan garis sempadan bangunan di 
                                                          
28 Syahmuddin, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur, pada 
wawancara tanggal 4 Januari 2017 
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sisi jalan raya Trans Sulawesi bukan disebabkan oleh kesengajaan dari 
pihak pemilik, namun lebih disebabkan oleh ketidaktahuannya dengan 
peraturan yang ada. Olehnya itu tindakan sosialisasi terhadap 
peraturan yang ada perlu terus dilakukan. 
Saenab,29 sebagai Kepala Bidang Perkebunan dan Benyamin 
Patabang,30 sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten 
Luwu Timur menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan 
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus terus 
dilakukan. Upaya sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu secara 
terus menerus dilakukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Peternakan maka akan dilakukan pengembangan  kawasan  sentra 
agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik 
wilayah. Pengembangan kawasan ini tentunya tetap mengacu pada 
RTRW yang ada. 
Menurut Sri Mulyani31 menyatakan bahwa upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait UU Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
                                                          
29 Saenab, Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten 
Luwu Timur, pada wawancara tanggal 9 Januari 2017 
30 Benyamin Patabang, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian di Dinas 
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur, pada wawancara tanggal 9 
Januari 2017 
31 Mulyani, Camat di Kecamatan Tomoni, pada wawancara tanggal 6 Januari 2017 
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adalah melalui mekanisme perizinan mendirikan bangunan (IMB). 
Upaya lain yang dilakukan adalah menghimbau kepada 
masyarakatnya yang memiliki lahan pertanian berupa sawah irigasi 
teknis agar tidak mengalihfungsikan menjadi lahan non pertanian.  
Himbauan ini disampaikan baik pada saat acara-acara resmi seperti 
tudang sipulung maupun pada saat acara-acara tidak resmi seperti 
kerja bakti. 
Menurut penulis, tindakan pengendalian alihfungsi lahan yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah masih sebatas menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya masing-masing. Tindakan pengendalian khusus 
untuk mengontrol alihfungsi lahan pertanian ke non pertanian dari 
aparat pemerintah masih belum ada, baik dalam bentuk program 
maupun kebijakan. Pengendalian hingga saat ini masih berpedoman 
pada sebatas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang 
ada.  
Terjadinya alihfungsi lahan pertanian yang produktif ke lahan 
non pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan 
pangan karena dampaknya bersifat permanen dan lahan pertanian 
yang telah dialihfungsikan ke lahan non pertanian sangat sulit untuk 
kembali berubah menjadi lahan pertanian. Pengaturan terhadap 
penggunaan lahan pertanian yang produktif merupakan suatu hal yang 
sangat urgen. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang didasari 
kaidah-kaidah ilmiah dan tidak melanggar ketentuan yang ada. 
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Tindakan pencegahan alihfungsi tanah pertanian ke non 
pertanian harus tetap dilakukan. Aparat pemerintah juga diharapkan 
untuk terus melakukan pembenahan atau sosialisasi agar tanah 
pertanian tidak dialihfungsikan keperuntukan lainnya. Jika tanah 
pertanian sudah terlanjur dialihfungsikan, maka harus ada penggantian 

























Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan 
Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah dilakukan oleh pemilik lahan 
itu sendiri. Beberapa faktor penyebabnya adalah: sosial, ekonomi, 
kepadatan penduduk, dan belum tersosialisasinya Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan kepada masyarakat sasaran.  
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat 
instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan 
berkelanjutan masih sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya.  
Sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri 
atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan 
pembangunan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah. Pembenahan dan penertiban terhadap bagunan-
bagunan yang melanggar jarak berdasarkan penetapan garis sempadan 
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bangunan di sisi jalan raya Trans Sulawesi telah dilakukan secara ketat 
melalui mekanisme peringatan secara langsung kepada pihak pemilik 
untuk melakukan pembongkaran, namun  belum diberlakukan secara 





1. Perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara 
terus-menerus sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan juga perlu 
dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan alihfungsi 
lahan pertanian yang terjadi melalui perangkat-perangkat desa dan 
dapat secara jelas diketahui seberapa besar kegiatan tersebut telah 
terjadi sehingga dapat dilakukan penanggulangan secara tepat 
terhadap kegiatan alihfungsi lahan yang marak terjadi. 
2. Pemerintah daerah perlu melibatkan aparatur desa untuk berkoordinasi 
dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan lahan pertanian serta 
pembangunan kawasan perumahan, dengan cara memberikan 
sosialisasi terhadap aparatur desa terkait dengan Site Plan kawasan 
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